KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang

: a. bahwa untuk memantau, menertibkan,

menginvestigasi, dan melaporkan hasil pengawasan
dan pengendalian Barang Milik Negara, perlu
membentuk  Tim  Pelaksana Pengawasan dan
Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 41
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang milik Negara dengan Menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara, pengguna SIMAN
(User) Modul Wasdal meliputi Pengguna Barang dan
Pengelola Barang;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
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Mengingat

Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kudus;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran

Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 92, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah :‘Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung
jawab tertentu dari Pengelola Barang ke Pengguna
Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
nomor 20);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor
198 /HK.03.2-Kpt/04/KPU/X /2017 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor
1868 /HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang
Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat
Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan

Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG

MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS.

Menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan

Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Susunan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian

Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
pengamanan, dan pemeliharaan BMN;

b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola
Barang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan
Pemindahtanganan BMN;

c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan APIP K/L atau

BPKP;
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d. menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, dan
evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh Pengguna Barang/ Pengelola Barang;

€. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN
tingkat Kuasa Pengguna Barang; dan

f. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan
pengendalian BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.
DA’FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepaiﬁ‘Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemllu ) ukum
[ pemiu e
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEDUDUKAN
NO NAMA /NIP JABATAN DALAM TIM
1. | Da’faf Ali, S.Sos., M.Si. Sekretaris Ketua
NIP.197404291998031005
2. | Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A Kasubbag Anggota
NIP.198603262010122005 Keuangan,
Umum dan
Logistik
3. | Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom Pranata Anggota
NIP.198902012024211019 Komputer Ahli
Pertama

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA’FAF ALI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
s . ..l‘j\\‘
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